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PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR . 4 3  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT 

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palopo yang 
berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pasar 
Tradisional dan usaha kecil sejenis maka di pandang 
perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar 
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Palopo tentang Perubahan Peraturan Walikota 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern 
di Kota Palopo; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 
Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3346); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
PerJindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4 739); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5512); 

1 1 .  Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 37 43); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 112  Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia 
Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 70/M - DAG/Per/12/2013 tentang Pedoman 
Penataan Dan Pembinaan Pasar Trasional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modem. 

15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota 
Palopo; 

16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 
tentang Bangunan Gedung; 

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban; 
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18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Palopo (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2016 
Nomor 8). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PBRUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 1'0MOR 26 
T>.HUN 2017 TENTA..1\!G PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONALt PIJSAT PERBELANJAAN DAN 
TOKO IIODERR DI KOTA PALOPO. 

Pasa1 I 

Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modem Di Kota Palopo diubah sebagai berikut : 

1 .  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Paaa1 6  

Jam operasional Toko Modem adalah sebagai berikut : 
a. Jam operasional supermarket, hypermart dan departemen store adalah 

sebagai berikut: 
(1)  untuk hari senin sampai dengan Jumat Pukul 10.00 sampai dengan 

Pukul 22.00 WITA. 
(2) untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 

23.00 WITA. 

(3) Untuk hari Besar Keagamaan, libur nasional atau hari tertentu 
lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 
WITA. 

b. Jam operasional minimarket dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 
24.00WITA 

c. Jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat 
diberikan waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam hal Minimarket 
dimaksud berlokasi ditempat tempat tertentu pada fasilitas umum seperti 
terminal bus, rumah sakit, SPBU dan hotel sertajalan Nasional/Provinsi. 

d. Jam operasional Minimarket diluar daripada lokasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf c pasal 6 terkait dengan pengaturan waktu dapat 
diberikan jam operasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi 
manajemen usaha tersebut dan bersesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pual 8 

(3) Pendirian usaha pusat perbelanjaan dan toko Modem sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuanjarak: 



a. Minimarket paling rendah berjarak 100 m (seratus meter) dari pasar 
tradisional dan minimarket lainnya atau berbeda arah jalur 
jalan/ berseberangan; 

b. Supermarket dan Department Store paling rendah berjarak 500 m 
(lima ratus meter) dari pasar trad.isional; 

c. Hypermarket dan perkulakan, paling rendah berjarak 1000 m \seribu 

meter). 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) d.iubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (!UPP) dan Izin 
Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan : 
a. KTP; 
b. akta pendiri perusahaan dan pengesahannya; 
c. rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning); 
d. su.rat izin lokasi dan \Zin prinsip pemanfaatan rnang; 
e. hasil anaJisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dari instansi yang 

berwenang, kecuali untuk minimarket; 
f. surat izin mendirikan bangunan (!MB) sesuai peruntukan 
g. surat izin undang - undang ganguan (HO); 
h. surat peryataan kemitraan dengan UMKM; 
,. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau bangunan (khusus 

minimarket); 
j. rekomendasi dari Dinasyang membidangi perdagangan 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

. JUDAS AMIR 

WALIKOTA PALOPO, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota 
Palo po 

?Er.!·· '  -· · .�:.1. 1 Ditetapkan di Palopo 
l. Sehr pada tanggal 7 September 2017  
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Diundangkan di Palopo 
pada tanggal September 2 0 1 7  

S  DAERAH KOTA PALOPO, 

J UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 43 


